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RINGKASAN 

KEDUDUKAN DAN KONSEKUENSI HUKUM NOTARIS YANG MERANGKAP 

JABATAN SEBAGAI ADVOKAT DALAM PRESPEKTIF UNDANG UNDANG 

JABATAN NOTARIS 

Muhammad Erwan Amrullah1, Rachmadi Usman2, 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 116 halaman 

Kata Kunci: Advokat, Rangkap Jabatan, Cuti Jabatan,Konsekuensi Hukum 

 

Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan prinsip fundamental 

dalam sistem hukum kenotariatan yang bertujuan menjaga independensi, netralitas, dan 

integritas notaris sebagai pejabat umum. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, dalam praktik masih ditemukan 

notaris yang tetap menjalankan profesi advokat, termasuk selama masa cuti jabatan 

notaris, sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait kedudukan notaris, 

konsekuensi hukum, serta penerapan larangan rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap notaris yang tetap 

menjalankan profesi advokat selama masa cuti jabatannya serta menilai penerapan 

ketentuan hukum larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masa cuti jabatan tidak menghapus status hukum notaris sebagai pejabat umum, 
sehingga seluruh kewajiban dan larangan jabatan, termasuk larangan rangkap jabatan 

sebagai advokat, tetap berlaku. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat 

dikenai sanksi administratif dan etik, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab 

perdata dan implikasi pidana dalam kondisi tertentu. Selain itu, penerapan larangan 

rangkap jabatan dalam praktik belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya pengawasan, 

adanya kekosongan norma terkait masa cuti jabatan, serta budaya hukum yang masih 

permisif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, mekanisme pengawasan yang 

lebih tegas, dan konsistensi penegakan sanksi guna menjamin kepastian hukum dan 

menjaga martabat profesi notaris. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan larangan rangkap jabatan notaris 

sebagai advokat dalam praktik belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya kekosongan norma terkait 

pengaturan larangan rangkap jabatan selama masa cuti, lemahnya pengawasan dan 

koordinasi antara Majelis Pengawas Notaris dan organisasi profesi advokat, serta 

budaya hukum yang masih permisif terhadap praktik rangkap jabatan. Kondisi ini 

berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, merusak integritas profesi notaris, dan 

menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap akta otentik. 
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Berdasarkan temuan tersebut, tesis ini menyimpulkan bahwa larangan rangkap jabatan 

notaris sebagai advokat merupakan ketentuan fundamental yang harus ditegakkan 

secara konsisten untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan etika profesi. Oleh 

karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan hukum yang menegaskan berlakunya 

larangan rangkap jabatan selama masa cuti, penguatan mekanisme pengawasan, serta 

peningkatan kesadaran etika profesi guna menjamin profesionalisme dan martabat 

jabatan notaris. 
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Larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat merupakan ketentuan hukum yang 

secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Notaris dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan ini 

dimaksudkan untuk menjaga independensi, netralitas, serta integritas notaris sebagai 

pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, dalam praktik masih 

ditemukan notaris yang tetap menjalankan profesi advokat, termasuk selama masa cuti 

jabatan, sehingga menimbulkan persoalan hukum mengenai kedudukan notaris, 
konsekuensi hukum, dan penerapan larangan rangkap jabatan tersebut. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum terhadap notaris yang tetap 

menjalankan profesi advokat selama masa cuti jabatannya serta menilai penerapan 

ketentuan hukum larangan rangkap jabatan notaris sebagai advokat dalam praktik. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum 

primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa masa cuti jabatan tidak menghapus status hukum seseorang sebagai notaris, 

sehingga larangan rangkap jabatan tetap berlaku. Notaris yang melanggar ketentuan 

tersebut dapat dikenai sanksi administratif dan etik, serta berpotensi menimbulkan 
tanggung jawab perdata dan implikasi pidana dalam kondisi tertentu. Selain itu, 

penerapan larangan rangkap jabatan dalam praktik masih belum efektif karena 

lemahnya pengawasan, kekosongan norma terkait masa cuti, dan budaya hukum yang 

permisif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan 

sanksi guna menjamin kepastian hukum dan menjaga martabat profesi notaris. 
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